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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul HUKUM PERLINDUNGAN 

KONSUMEN telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku 

ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi 

siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan HUKUM 

PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Hukum perlindungan konsumen di 

Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum, 

bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang 

mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini mencakup 

berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, 

hak atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh 

ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan 

yang tidak memadai. 

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia mencakup 

berbagai aspek penting, termasuk hak-hak dasar konsumen, kewajiban 

pelaku usaha, lembaga pengawas, dan mekanisme penegakan hukum. 

Dengan adanya undang-undang yang tegas dan lembaga-lembaga yang 

berfungsi secara efektif, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi 

dengan baik. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi yang perlu 

diatasi. Salah satu instrumen perlindungan yang signifikan adalah Undang-

Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang memberikan jaminan 

kehalalan bagi produk yang beredar di pasar. UU JPH memastikan 

konsumen mendapatkan informasi yang jelas, melalui kewajiban sertifikasi 

halal dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang ketat. 

Dengan hak untuk mengajukan keluhan, UU JPH berperan penting dalam 

melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ajaran agama 

Islam.  
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Untuk memastikan perlindungan yang optimal, peningkatan sosialisasi, 

pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif akan 

sangat diperlukan. Selain itu, perlindungan konsumen dalam perspektif 

hukum Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, 

larangan penipuan, kewajiban memenuhi janji, dan perhatian terhadap 

kesejahteraan konsumen. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam 

praktik bisnis dan regulasi modern dapat menciptakan lingkungan pasar 

yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi prinsip-

prinsip tersebut dalam konteks saat ini memerlukan usaha berkelanjutan 

dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 

secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 

pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia. 

 

Januari, 2025 

 

 

 

Penulis 
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BAB 1 

RUANG LINGKUP HUKUM  

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Dalam konteks hukum, konsumen diartikan sebagai individu yang 

menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau 

rumah tangga mereka, dan bukan untuk tujuan memproduksi atau 

menjual kembali barang atau jasa tersebut. Definisi ini menggambarkan 

proses di mana terjadi peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang 

atau jasa dari penyedia kepada konsumen (Nasution, 1995, hlm. 37). 

Untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang curang, 

diperlukan adanya regulasi yang mengikat kedua belah pihak, yaitu 

konsumen dan penyedia barang atau jasa. Di Indonesia, regulasi tersebut 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang 

sangat penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak 

konsumen dari praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi 

merugikan. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk 

mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan 

produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika konsumen mengalami 

kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai. 

Selain undang-undang perlindungan konsumen yang ada, Indonesia 

juga memiliki peraturan terkait jaminan produk halal yang berperan 

penting dalam melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah salah satu regulasi 

yang mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk. Undang-undang 

ini tidak hanya berdampak besar pada sektor ekonomi, khususnya bagi 

umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari perlindungan 

konsumen. UU JPH memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa 
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BAB 2  

HAK-HAK KONSUMEN 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Latar Belakang Perlindungan Konsumen 

Pengertian Konsumen 

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, 

konsumen diartikan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 

Perlindungan Konsumen). Definisi konsumen menurut UU tersebut adalah 

"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini 

mencakup segala bentuk penggunaan barang atau jasa, baik yang 

dilakukan secara langsung oleh individu maupun oleh kelompok, dengan 

tujuan akhir yang tidak berkaitan dengan aktivitas komersial lebih lanjut 

(Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, 1999). 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika 

perdagangan dan transaksi yang terus berkembang (Mansyur & Rahman, 

2016). Pada era globalisasi ini, perdagangan tidak lagi terbatas pada ruang 

lingkup konvensional, melainkan telah merambah ke dunia digital, yang 

sering kali menimbulkan tantangan baru bagi para konsumen. 

Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen (Niar et al., 2023). John 

G. Browning, seorang ahli dalam bidang hukum konsumen, menekankan 

bahwa regulasi konsumen adalah fundamental dalam menjaga 

keseimbangan antara bisnis dan individu, terutama dalam menghadapi 

praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan eksploitatif. 
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BAB 3 

TANGGUNG JAWAB  

PRODUSEN DAN PENJUAL 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Latar belakang penelitian tentang tanggung jawab produsen dan 

penjual merupakan bagian penting dari kajian yang berfokus pada peran 

dan dampak yang dimiliki oleh mereka dalam konteks pasar dan 

masyarakat. Pertama-tama, fenomena globalisasi telah mengubah lanskap 

bisnis secara signifikan, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan 

kompleksitas rantai pasokan. Hal ini mengakibatkan munculnya 

pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab produsen dan penjual 

berubah dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru ini. Di sisi 

lain, munculnya isu-isu lingkungan dan keberlanjutan telah menempatkan 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di garis depan diskusi tentang 

perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Produsen dan penjual memiliki 

peran kunci dalam memastikan bahwa praktik bisnis mereka 

memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial mereka, serta memenuhi 

standar etika yang tinggi (Sunyoto & Putri, 2016). Selain itu, munculnya 

teknologi dan media sosial telah meningkatkan transparansi dalam praktik 

bisnis, memaksa produsen dan penjual untuk lebih bertanggung jawab 

atas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Konsumen memiliki akses 

lebih besar terhadap informasi dan dapat dengan cepat menyoroti 

ketidakpatuhan atau pelanggaran etika oleh produsen dan penjual (Hamid, 

2017). 

Dalam konteks hukum, ada juga evolusi dalam regulasi yang mengatur 

tanggung jawab produsen dan penjual. Negara-negara mulai menerapkan 

undang-undang yang lebih ketat terkait hak konsumen, perlindungan 

lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar produksi yang adil dan aman 

(Rosmawati, 2017). Seiring dengan itu, tujuan bahasan tentang tanggung 

jawab produsen dan penjual adalah untuk memahami lebih dalam dampak 
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BAB 4 

PRAKTIK BISNIS YANG TIDAK ADIL  

 
 

A. PENDAHULUAN   

Latar Belakang 

Praktik bisnis yang tidak adil merupakan isu yang semakin relevan 

dalam dinamika ekonomi global saat ini. Pemahaman yang baik mengenai 

praktik ini sangat penting dalam konteks hukum dan perlindungan 

konsumen (Rustandi & LAH, 2023). Dengan munculnya keberagaman 

model bisnis dan saluran distribusi yang kompleks, risiko terhadap 

konsumen untuk menjadi korban praktik yang tidak adil semakin tinggi. 

Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengkaji praktik bisnis yang 

tidak adil tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga 

untuk mendukung terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan. 

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku bisnis melakukan praktik 

tidak adil. UU tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur 

hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan 

praktik bisnis (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, 1999b). Selain itu, terdapat Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

memberikan perlindungan tambahan terhadap konsumen di ranah 

digital—sebuah aspek yang semakin penting dalam era digitalisasi saat ini 

(Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, 2016). 

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam 

mengenai praktik bisnis yang tidak adil dan dampaknya terhadap 

konsumen. Penulis akan menguraikan berbagai bentuk praktik tidak adil 

yang sering ditemukan dalam transaksi bisnis, serta menjelaskan relevansi 
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BAB 5 

PERJANJIAN KONSUMEN 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Perjanjian konsumen merupakan salah satu aspek krusial dalam 

transaksi komersial modern. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian 

konsumen terjadi di berbagai sektor, mulai dari pembelian barang hingga 

penggunaan jasa. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan kesepakatan 

yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan hak dan 

kewajiban kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Meningkatnya 

volume transaksi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi membuat 

pentingnya perlindungan konsumen semakin mendapat perhatian. 

Berbagai masalah, seperti penipuan, ketidaksesuaian produk, dan 

ketidakjelasan informasi, mendorong perlunya landasan hukum yang kuat 

agar konsumen terlindungi. 

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen diatur dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih 

luas kepada konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk 

beroperasi secara adil dan bertanggung jawab. Perjanjian konsumen 

menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mewujudkan 

tujuan tersebut, dengan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah 

pihak. Di era digital saat ini, transaksi melalui platform daring (e-

commerce) semakin berkembang, dan tantangan baru muncul dalam 

memastikan bahwa perjanjian konsumen yang dilakukan secara elektronik 

tetap melindungi hak-hak konsumen. 

Pentingnya perjanjian konsumen juga dilihat dari semakin banyaknya 

kasus yang melibatkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. 

Dalam banyak kasus, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih 

lemah dalam hal informasi, sumber daya, dan daya tawar dibandingkan 

pelaku usaha. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur perjanjian 
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BAB 6 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 

 
 

A. METODE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 

1. Penyelesaian Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan) 

a. Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak 

ketiga, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai 

kesepakatan tanpa campur tangan pengadilan. Dalam konteks 

penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia, mediasi memegang 

peranan penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat, 

sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan litigasi di pengadilan 

(Herawati, 2011). Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi wajib 

diterapkan dalam perkara perdata di pengadilan negeri, dengan tujuan 

mengurangi penumpukan kasus dan memberikan kesempatan bagi para 

pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Herawati, 2011). 

Mediator dalam mediasi konsumen bertindak sebagai pihak yang 

netral dan tidak memihak. Ia bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan 

negosiasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat 

dicapai solusi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Mediator 

harus memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman hukum yang 

baik, terutama terkait hak-hak konsumen. Dengan demikian, mediator 

dapat memandu proses mediasi secara objektif dan membantu para pihak 

mencapai keputusan bersama (Marufin et al., 2019). 

Proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan 

pertemuan pertama, di mana mediator memperkenalkan proses mediasi 

dan memotivasi kedua belah pihak untuk berpartisipasi secara terbuka. 

Selama pertemuan awal ini, mediator juga menyampaikan aturan-aturan 

dasar yang harus diikuti oleh para pihak selama proses berlangsung, 

termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam 

mediasi (Marufin, Sulistiani, & Rojak, 2019). 
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BAB 7 

PERLINDUNGAN KONSUMEN  

DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
 

A. DEFINISI PERLIDUNGAN KONSUMEN 

Berbicara tentang perlindungan konsumen (consumer protection), 

berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan 

perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat 

hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. 

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi 

dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah 

memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap 

produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat 

ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam 

posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari 

pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. 

Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat 

melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen 

merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban 

negara untuk melindungi warga negaranya, khusunya atas produk yang 

halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut 

diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem 

perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut 

telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. (Yessy, Grace, 2022) 

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada 

dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Ketika itu, gagasan 

perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada masyarakat 

melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, 

penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Ketika 
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BAB 8 

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  

DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Perekonomian yang terjadi dalam suatu negara bukan hanya terjadi 

dengan faktor dalam negeri saja tapi juga memerlukan faktor dari luar 

negeri. Umumnya kegiatan yang sering dilakukan adalah dengan menjual 

barang-barang yang dibutuhkan oleh negara lain dalam jumlah dan harga 

tertentu. Hal ini biasa disebut ekspor. Atau bisa juga sebaliknya, negara 

lain menjual suatu produk kedalam negara tersebut yang memang sedang 

dibutuhkan atau dianggap penting. Inilah yang disebut juga sebagai Import. 

Dulunya hal ini hanya dapat dilakukan melalui organisasi atau perusahaan-

perusahaan tertentu saja tapi seiring berkembangnya teknologi juga 

memberikan kemudahan tersendiri bagi setiap negara dalam melakukan 

transaksi jual-beli antar negara. Salah satunya adalah kemunculan 

platform perdagangan lain yang disebut juga E-commerce. E-Commerce 

dalam hukum adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara 

elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Dalam 

perkembangannya, E- Commerce memerlukan perlindungan hukum yang 

jelas, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan pengaturan pajak 

pertambahan nilai.  

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik 

diatur oleh UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU 

Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Pada saat ini, Electronic 

Commerce (E-Commerce) memegang peran penting dalam perdagangan 

internasional yang sedang berkembang dengan pesat. Kemudahan dan 

efektivitas yang ditawarkan oleh E-Commerce memungkinkan 

pengurangan biaya operasional yang signifikan. Dukungan teknologi juga 

memfasilitasi pengoperasian teknis dengan cara yang sangat praktis. 

Sistem jaringan terintegrasi dan manajemen jaringan online dalam e-
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BAB 9 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  

WISATAWAN DALAM JASA PARIWISATA 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan beragam kekayaan 

serta keindahan alamnya. Potensi kekayaan serta pesona alam Indonesia 

ini yang melahirkan suatu pesona yang unik dari Negara lainnya. Flora, 

fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, serta hasilhasil bumi merupakan 

beberapa kekayaan yang dimiliki Indonesia (Oktaviarni, 2018:138). 

Kekayaan alam tersebutlah merupakan salah satu dari sekian banyak 

modal dalam hal pembangunan di Indonesia khususnya dalam 

pembangunan kepariwisataan, guna meningkatkan taraf hidup demi 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu keindahan alam juga 

menjadi salah satu modal dasar sebagai daya tarik utama bagi wisatawan 

domestik maupun internasional dalam aktivitas pariwisata untuk 

meningkatkan perekonomian serta menopang pembangunan di Indonesia. 

Dengan kata lain, salah satu peningkatan devisa negara terbesar di 

Indonesia disumbangkan dari aktivitas pariwisatanya. Pada hakikatnya 

berwisata merupakan salah satu aktivitas yang disenangi oleh banyak 

kalangan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, wisata merupakan aktivitas perjalanan yang dijalani 

individu atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat spesifik dengan 

maksud rekreasi, memahami kekhasan daerah tujuan, mengembangkan 

diri, dan berbagai tujuan lainnya dalam periode waktu yang terbatas atau 

sementara. (Hartoro, 2020:12). Sedangkan menurut Eddyono berwisata 

sendiri merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan seseorang 

yang melakukan perjalanan secara sementara menuju ke tempat yang 

berbeda diluar tempat tinggalnya sendiri (Eddyono, 2021:3). 

Berkembangnya zaman telah menjadikan pariwisata sebagai bagian 

penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan 
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BAB 10 

PERLINDUNGAN  

KONSUMEN DI ERA DIGITAL 

 
 

A. KONSEP DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa 

hak-hak konsumen dilindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan, 

terutama di era digital saat ini. Konsep dasar perlindungan konsumen 

mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan informasi 

yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin 

kepastian hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Budi, 2020). 

Secara prinsip, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi 

hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi ekonomi. Perlindungan 

ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, keamanan, dan hak 

ekonomi konsumen yang mungkin terancam oleh praktik bisnis yang tidak 

adil atau berbahaya (Salai et al., 2014). Berdasarkan konsep ini, 

perlindungan konsumen tidak hanya melibatkan penyediaan informasi 

yang benar, tetapi juga melindungi konsumen dari produk atau jasa yang 

mungkin menyebabkan bahaya fisik atau finansial (Dzúrová, 2020). 

Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup aturan 

hukum yang melindungi konsumen dari penipuan, iklan menyesatkan, dan 

produk yang tidak memenuhi standar keselamatan. Di Eropa, misalnya, 

perlindungan konsumen difokuskan pada kesehatan dan keselamatan 

melalui regulasi yang ketat terhadap produk dan jasa di pasar bebas (Jang, 

2022). Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok juga terus memperbarui 

aturan perlindungan konsumen untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi dan sosial yang dinamis (Yong-bao, 2011). 

https://consensus.app/papers/consumers-protection-creating-consumers-value-salai/1da4497b5f4e521c8ee014cf27e592d7/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/clarification-consumer-concept-consumer-protection-jang/118e6ed615e555aa8a3038d9e4112421/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/clarification-consumer-concept-consumer-protection-jang/118e6ed615e555aa8a3038d9e4112421/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/analysis-concept-consumer-yongbao/03c437130ed953019fc090e6faacf195/?utm_source=chatgpt
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BAB 11 

PENDIDIKAN DAN KESADARAN KONSUMEN 

 
 

 

A. PENDAHULUAN  

Pendidikan dan kesadaran konsumen merupakan elemen kunci dalam 

melindungi hak-hak konsumen di era modern ini. Dengan semakin 

kompleksnya produk dan layanan yang tersedia di pasar, konsumen sering 

kali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membuat keputusan yang 

bijak. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pendidikan yang 

memadai dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi fondasi yang 

penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat memahami hak-hak 

mereka dan membuat keputusan yang lebih baik (Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia, 2020).  

Secara umum, pendidikan konsumen bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan konsumen untuk 

mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Pendidikan ini 

meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen, cara memilih 

produk yang aman dan berkualitas, serta cara mengenali dan melaporkan 

penipuan atau praktik bisnis yang tidak adil (Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999, 1999). Kesadaran konsumen, di sisi lain, 

merujuk pada tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka dan 

kemampuan mereka untuk bertindak atas dasar pengetahuan tersebut. 

Kedua aspek ini saling terkait dan sangat penting dalam menjaga 

keseimbangan antara kekuatan produsen dan konsumen di pasar. 

Di Indonesia, pendidikan dan kesadaran konsumen telah menjadi 

fokus utama dalam kebijakan perlindungan konsumen. Pemerintah, 

melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), telah 

meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran konsumen, 

termasuk kampanye edukasi, seminar, dan penyuluhan di berbagai daerah 

(Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2022). Namun, masih terdapat 



 

Pendidikan dan Kesadaran Konsumen | 307 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). Laporan tahunan 

perlindungan konsumen. https://www.bpkn.go.id/ 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Label Pangan Olahan. Istana 

UMKM. Diakses pada 16 Agustus 2024. Dapat diakses di 

https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label. Jakarta: 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetika. Jakarta: Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan 

Olahan. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Strategi pendidikan 

konsumen di Indonesia. Jakarta: Departemen Perdagangan RI. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan status gizi 

Indonesia. https://www.kemkes.go.id/ 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang No. 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Pedoman 

pemahaman label gizi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah 

No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jakarta: 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Konsumen di Sekolah. 

https://www.bpkn.go.id/
https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label
https://www.kemkes.go.id/


 

308 | Hukum Perlindungan Konsumen 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (2022). 

Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. 

Santoso, D., & Haryanto, B. (2021). Literasi gizi dan pengaruhnya terhadap 

perilaku konsumen di Indonesia. Jurnal Gizi dan Pangan, 16(3), 209-

218. https://doi.org/10.22146/jgizipangan.13043 

Santoso, B., & Haryanto, T. (2021). Tantangan dalam Pendidikan 

Konsumen dan Perlindungan Hak-Hak Konsumen. Jakarta: Penerbit 

Lembaga Pendidikan. 

Suryani, A. (2022). Pendidikan Konsumen dan Kesadaran dalam 

Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Penerbit Universitas. 

Suryani, T. (2022). Peran ahli gizi dalam meningkatkan kesadaran 

konsumen terhadap informasi gizi. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 

17(2), 112-119. https://doi.org/10.20473/jkm.v17i2.2022 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, (1999). 

Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Republik Indonesia. 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2023). Jakarta: 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

 

  

https://doi.org/10.22146/jgizipangan.13043
https://doi.org/10.20473/jkm.v17i2.2022


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

BAB 12: PENEGAKAN HUKUM 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

 

 

 

 

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  



 

310 | Hukum Perlindungan Konsumen 

 

BAB 12 

PENEGAKAN HUKUM  

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 
 

A. KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI 

INDONESIA 

Prinsip dasar perlindungan konsumen mencakup hak atas keamanan, 

informasi yang benar, pilihan dan kompensasi yang adil, serta prinsip 

keadilan yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha (Kuncoro et al., 2019). Penegakan hukum 

perlindungan konsumen diperlukan karena konsumen sering berada 

dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dalam 

aspek informasi maupun pengaruh ekonomi, sehingga rentan terhadap 

penyalahgunaan dan praktik bisnis yang tidak adil (Subagyono et al., 2023). 

Tujuan utama dari penegakan hukum dalam perlindungan konsumen 

adalah menciptakan iklim transaksi yang adil dan kondusif, serta 

mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak-

hak konsumen. Manfaat dari penegakan hukum ini termasuk perlindungan 

terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, mencegah praktik bisnis 

curang, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap pasar dan 

produk-produk lokal (Sudewo & Mahardika, 2022). 

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelindungan hukum konsumen di 

indonesia, mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan konsumen, 

setidaknya terdapat tiga lembaga yang sudah disiapkan dalam rangka 

mendukung dan mengoptimalkan penegakan perlindungan konsumen, 

antara lain: 

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah sebuah badan 

yang dibentuk oleh undang-undang untuk membantu pemrintah 

dalam rangka upaya pengembangan perlindungan konsumen, 

termasuk didalamnya melakukan penelitian, pengkajian, survey, 

https://consensus.app/papers/consumer-protection-based-justice-order-advance-state-kuncoro/59e1c524e8d85c8f8e892bfb26b1046f/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/consumer-dispute-electronic-transactions-state-subagyono/b0f2aee733525182abcd2c78fbcc7ac0/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/existence-consumer-protection-perspective-cyber-sudewo/283a02a708d55a65bcf3b37f0e5b260c/?utm_source=chatgpt
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Hukum Paten; 20) Hukum Perlindungan Konsumen; 21) Hukum 
Perusahaan; 22) Hukum Perlindungan Anak; 23) Pengantar Kajian Pustaka; 
24) Hukum dan Etika Komunikasi; 25) Hukum Islam: Kajian tentang Syariah 
dalam Aspek Keluarga dan Ekonomi. Selanjutnya buku ber ISBN (non HKI) 
antara lain: 26) Pena History di Masa Pandemi Covid-19, ISBN: 978-623-

6051-03-0; 27) Buku Ulumul Qur’an, ISBN: 978-623-7767-37-4; 28) 
Implementasi MBKM, ISBN: 978-623-99999-9-5; 29) Menikmati profesi, 
dosen, guru dan da’i: sebuah antologi; ISBN: 978-623-8156-30-6; 30) Jalan 
panjang dosen professional, ISBN: 978-623-8156-32-0 ; 31) Jalan Terjal 
Mater & Doktor; ISBN: (On Process); 32) Fiqh Siyasah (Hukum Politik 
Islam), ISBN: 978-623-8242-64- 1; dan 33) Fiqh Wisata (Fiqh In Tourism), 
ISBN: 978-623-8242-66-5. Selanjutnya HAKI karya Hisam Ahyani ada 2 
buah yakni HAKI dalam bentuk Karya Tulis (Disertasi), yang berjudul 
“Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata 
Halal Dan Prospek Penerapannya Di Kabupaten Pangandaran,” juga telah 
mendapatkan HAKI dengan nomor HAKI: 000645600. Selanjutnya HAKI 
dalam bentuk Karya Tulis (Resume/Ringkasan) dengan judul “Best 
Summary Kelas Edukasi Hukum Keluarga Islam: Meningkatkan 
Pengetahuan Tentang Peran Pengadilan Agama,” dengan Nomor HAKI: 
000645600. Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal 
nasional dan Internasional. Jurnal Internasional sebanyak 11 artikel, yang 
salah satunya 7 artikel jurnal internasional bereputasi (SCOPUS) seperti: (1) 
“Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic 
Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic 
Economic Law” penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), 
Jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus, Q1, Scimago; (2) “Reconstruction of the 
Practice of Siyasa Syar'iyyah During the Islamic Empire's Relevance to the 
Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia” penerbit Al-
Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini 
terindeks Sinta 1, Scopus; (3) “Study on Sharia Compliance Principles in 
Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic 
Business Ethics Principles (Professional Ethics)” penerbit Millah: Journal of 
Religious Studies, Universitas Islam Indonesia (Vol. 23, No. 1, February 
2024), jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; (4) The Prohibition of Social E-
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Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia 
Compliance and Economic Justice, Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum 
Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 
Vol. 18 No. 1 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus; (5) Legal Compliance On 
Sharia Economics In Halal Tourism Regulations, Jurnal PETITA: Jurnal Kajian 
Ilmu Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 9 No 1 
(2024) Terindeks Sinta 1, Scopus; (6) “Transformation of Shariah Economic 
Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid 
Shariah,” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 24, 
no. 1 (June 29, 2024), Terindeks Sinta 1, Scopus; (7) “Analysis of Political 
Preferences and Implementation of the Birrul Walidain Concept in 
Indonesia: Review of Islamic Law and Maslahah Perspective,” El-Usrah: 
Jurnal Hukum Keluarga 7, no. 2 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus. 
Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal 
Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal Nasional Terakreditasi 
Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 2 artikel, Sinta 2 
berjumlah 2 artikel, Sinta 3 berjumlah 8 artikel, Sinta 4 berjumlah 24 
artikel, Sinta 5 berjumlah 10 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional 
Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi 
sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel. Beberapa 
penghargaan seperti menjadi Reviewer jurnal nasional dan internasional, 
dan pemateri sebanyak 33 penghargaan meliputi 29 penghargaan menjadi 
reviewer jurnal, dan 4 kali menjadi pemateri. Berpengalaman menjadi 
reviewer pada Jurnal Internasional meliputi : 1) penerbit International Law 
Research (ILR) Canada (ISSN. 1927-5242); 2) Reviewer /Dewan Ilmiah 
untuk Konferensi Esitech 2021 Bucharest, Rumania TechHub (ISSN. 2810- 
2800); 3) Reviewer pada JHMT (Journal of Hospitality Management and 
Tourism) Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) Reviewer di Jurnal Nasional 
terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi Reviewer di penerbit 
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Faculty of Economics 
and Business Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini 
tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai 
Pemenang Best Reviewer JIEB UGM, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 5) 
Reviewer pada jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup 
Bengkulu, Terindeks Sinta 1 dan Scopus. 6) Reviewer pada jurnal Ilmiah Al-

https://drive.google.com/drive/folders/1ZTyN8gP6X-d8134oqLxCOSSLLAoAEOTh?usp=sharing
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Syir’ah IAIN Manado (ISSN. 25280368), Terindeks Sinta 2; 7) Reviewer 
Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 8) Reviewer Jurnal 
Millah, Universitas Islam Indonesia, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 9) 
Reviewer di Heliyon Journal, Terindeks Scopus; 10) Reviewer di Malaysian 
Journal of Syariah and Law (MJSL), Terindeks Scopus; 11) dan masih banyak 
yang lainnya. Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan 
Komputer, mengoperasikan office: Ms. Word, Exel, Ms. Power Point, 
Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan 
Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal 
Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan 
Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Selanjutnya 
penulis menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan 
dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Profil lengkap 
penulis dapat mengunjungi link berikut:  
https://sites.google.com/view/hisamahyani;  
email: hisamahyani@gmail.com 

 

Dr. Udin Saripudin, M.A. 
Penulis lahir di Bandung pada tanggal 6 April 1982. 
Lahir dan dibesarkan oleh keluarga petani yang 
kental dengan budaya agraris membuatnya cukup 
concern terhadap masalah-masalah desa, 
kemiskinan, pertanian serta masalah-masalah 
sosial lainnya. Selepas menyelesaikan pendidikan 
dasar hingga menengah di Ibun dan Majalaya 

kemudian melanjutkan studi S1 pada Prodi Muamalah STAI Al-Jawami 
Bandung yang diselesaikan pada tahun 2005. Tahun 2008 mendapatkan 
kesempatan untuk melanjutkan studi S2 pada Prodi Agama dan Lintas 
Budaya dengan minat/ konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melalui beasiswa dari 
Kemenag RI dan selesai pada tahun 2010. Di tengah aktivitas mengajar dan 
organisasi yang digelutinya, tahun 2014 melanjutkan studi S3 pada Prodi 
Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan beasiswa 

https://sites.google.com/view/hisamahyani
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penyelesaian studi dari Kemenag RI serta beasiswa disertasi dari LPDP 
beliau dapat menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 2017. Saat ini 
beliau merupakan dosen tetap pada Prodi Magister Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba). Puluhan judul buku 
serta artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional 
terindeks sinta dan scopus telah dihasilkannya selama berkarier sebagai 
dosen. Disamping itu beliau juga aktif sebagai review di berbagai jurnal 
baik nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional terindeks 
Scopus. Sejak tahun 2015 beliau memilih menetap di kampung 
kelahirannya Kp. Sindangpala RT. 03 RW. 03 Desa Mekarwangi Kec. Ibun 
Kab. Bandung. Beliau bisa dihubungi di nomor 085221167190 atau melalui 
email: udin_saripudin27@yahoo.co.id. 
 

Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.H. 
Penulis dilahirkan di Bandung, pada tanggal 06 Juni 
1971. Setelah menamatkan pendidikan S1 di 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
kemudian melanjutkan S2 Hukum Bisnis di 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Parahyangan Bandung lulus tahun 2004, sekarang 
sedang menempuh program S3 pada Program 

Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Kosentrasi Rumpun Hukum 
Perdata. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di samping itu, ia 
juga menjadi praktisi hukum (advokat) pada Kantor Hukum Fakta dan Biro 
Hukum Paguyuban Pasundan. 
 

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A. 
Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada 
tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis 
untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas 
Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian 
melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu 
Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas 
Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan 
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melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 
Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 
2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan 
Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen 
STIAMI, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum 
pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, 
hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori 
hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, 
Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, 
Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir 
sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat,  penulis pun aktif 
menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional 
dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan 
negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis 
buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com. 
 

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM.  
Penulis lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 
1987. Ia merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Ia 
Lulus S1 pada tahun 2011 di Universitas Samudra 
Langsa dan pada tahun 2014 hingga mendapat 
gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan 
Panca Budi Medan. Saat ini ia tercatat sebagai 
dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien 

Langsa dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Selain 
mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah 
penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian internal dan eksternal 
pernah dilakukannya. Beberapa penelitian yang berhasil didanai oleh 
Ristekdikti dari tahun 2018 dan 2019 berjudul : Implikasi Pemberdayaan 
Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan 
Di Aceh, dan Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi 
Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan 
Sosial). Ia juga sebagai reviewer Journal of Criminal Law and Criminology 
(IJCLC).  
 

mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com
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Dr (cand). Bagus Syarifuddin Latif, M.H. 
Penulis lahir di Bogor pada 18 October 1968 dan 
sekarang menetap di Jakarta. Menyelesaikan 
Pendidikan Diploma Bahasa Perancis FSUI 1988, 
dan Sarjana Hukum, di FH UI pada tahun 1998, 
serta melanjutkan pendidikan Master Hukum di FH 
UGM 2008. Sekarang, tengah menempuh studi 
strata tiga di Institut Pariwisata Trisakti, dan 

mengambil konsentrasi Tourism Business Law pada bidang peminatan 
Muslim Friendly Tourism. Pengalaman 15 tahun sebagai tourism business 
law consultant untuk perusahaan pariwisata international, dan 10 tahun di 
bidang diplomacy untuk Perwakilan Republik Indonesia. 10 tahun sebagai 
Tourism Business Law Consultant untuk perusahaan pariwisata 
international. 5 tahun di bidang diplomacy untuk Perwakilan Republik 
Indonesia. Publikasi buku "Implementasi Hukum Lingkungan dalam 
Industri Pariwisata" (2020). Penghargaan Local Wisdom Terbaik dari 
Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (2023). Hobby Traveling around 
Islamic Sites, menulis non-fiksi pendek tentang culture heritage. Seorang 
yang energik dan ambisius. Hal itu terbukti, karena saya telah 
mengembangkan pendekatan yang matang dan bertanggung jawab, untuk 
setiap tugas yang saya lakukan maupun dalam situasi yang saya hadapi. 
Dan Sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas 
Nasional Program Studi Pariwisata, menduduki posisi bidang kerjasama 
untuk program2 pariwisata dengan institusi pemerintah dan swasta dalam 
mengembangkan pariwisata. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman 
dalam diplomasi budaya & pariwisata, saya sangat baik dalam bekerja 
dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, dengan tepat waktu 
dan keunggulan. Dalam posisi saya sebelumnya, saya berhasil 
meningkatkan kinerja, operasi, dan produktivitas tim saya. 
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Dr. Ir. Dipa Teruna Awaludin, B.Sc., S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA. 
Penulis kelahiran 15 Oktober 1957, setelah 
menamatkan SLTA di Padang Sumatera Barat tahun 
1976, memulai karir bekerja di PT Sinkronika 
sebagai staff perencanaan, 1977-1979, lanjut 
bekerja Ke Penerbit Ikhwan sebagai editor, 1979 – 
1986. Mengikuti Pendidikan Manajemen 
Pemasaran di LPPM, Dasar & Prinsip Asuransi, 

Manajemen Resiko di Jakarta Institut Insurance, Jakarta. Kemudian bekerja 
di Kelompok Usaha Kalimanis Industri Perkayuan Terpadu 1986 – 2002, 
lokasi Jakarta dan Samarinda Kalimantan Timur. Kuliah di mulai di Fakultas 
Teknik UPN Veteran  Jakarta 1979-1983, lanjut ke Sekolah Tinggi 
Manajemen Industri Departemen Perindustrian RI 1983-1989, kemudian 
mengambil MM Keuangan STIE IPWI 1996-1998, dan lanjut ke FEB S1 
Akuntansi UMJ Jakarta 2005-2008 kemudian mengambil S2 Magister 
Akuntansi Universitas Budi Luhur 2008-2009, dan lanjut mengambil Profesi 
Akuntan di Universitas Mercu Buana 2009-2010, dengan Register Negara, 
serta memiliki gelar Profesi Chartered Accountant (CA) IAI didapatkan pada 
tahun 2013, mendapat pengakuan Ir. Dari PII, dan pada 30 Maret 2022 
telah menyelesaikan Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, dari 
Universitas Hasanuddin. Perkuliahan yang belum sempat diselesaikan 
Statistika Terapan 1984-1986 di Universitas Terbuka dan Magister Teknik 
Industri  2010-2012 di ISTN, kegiatan mengajar di mulai tahun 1997 dan 
bergabung di Universitas Nasional tahun 2003 sampai sekarang, beberapa 
perguruan tinggi tempat mengajar lainnya, ISTN, STEI, STIE IPWI, UPN 
Veteran Jakarta, STIE BP, STMA Trisakti, STMI Kementerian Perindustrian, 
untuk beberapa Mata Kuliah Akuntansi dan Manajemen Industri, MSDM, 
Kewirausahaan & Pariwisata, Anggota IAI dan PII. Sering diundang 
Mengikuti kegiatan FGD di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  
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Dadang Komara, S.H.I., M.M. 
Penulis Lahir di Bandung 27 Agustus 1977. 
Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata 
Al Jawami Bandung Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (HES), Pendidikan S2 di Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI Jakarta, Jurusan Manajemen 
Pendidikan. Pengalaman bekerja mulai tahun 2007-

2009 di Perusahaan tekstil di Kota Bandung 
menjabat sebagai Staf HRD/Personalia, tahun 2009-2018 di Perusahaan 
tekstil di Kota Bandung menjabat sebagai Manajer, tahun 2012 sampai 
sekarang bekerja sebagai dosen Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Sekolah 
Tinggi Agama Islam Bhakti Persada Bandung dan menjabat sebagai kepala 
Lab Bahasa. 
 

Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si. 
Penulis adalah Alumni Sarjana tahun 2013 Program 
Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat di 
Universitas Hasanuddin yang merupakan salah satu 
universitas negeri di Makassar, Sulawesi Selatan. 
Penulis melanjutkan studi ke jenjang magister ke 
salah satu universitas negeri dan pada tahun 2016 
menjadi salah satu Alumni Pascasarjana Program 

Studi Ilmu Gizi dengan peminatan Gizi Masyarakat di Institut Pertanian 
Bogor. Penulis aktif mengikuti Kegiatan Survei Gizi dan Kesehatan di 
lapangan yang bekerjasama dengan perseorangan, swasta, maupun 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai tahun 2013 – 2017. 
Penulis sebelumnya bekerja sebagai dosen di STIKes Panti Rapih 
Yogyakarta dan magang di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Penulis 
saat ini merupakan salah satu dosen gizi di Program Studi Sarjana Gizi, 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya 
Wacana. Penulis sebagai peneliti dan juga bekerja dilapangan mulai tahun 
2013 sampai sekarang. Penulis bekerja sebagai dosen gizi mulai tahun 
2017 sampai dengan saat ini. Buku ini merupakan buku kesembilan yang 
ditulis yang dipublikasikan oleh penulis. 
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Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H. 
Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti 
dalam bidang ilmu hukum. Saat ini, beliau bertugas 
sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum 
di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung 
Djati Bandung. Pada tahun 2020 Penulis berhasil 
menyelesaikan program doktor di Universitas 
Padjadjaran melalui program beasiswa 5000 Doktor 

dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain kegiatan mengajarnya, 
penulis juga terlibat aktif dalam pengelolaan sejumlah jurnal ilmiah, antara 
lain jurnal varia hukum dan jurnal public sphare, Jurnal-jurnal tersebut 
merupakan wadah untuk diskusi akademik dalam bidang sosial-politik, 
pemerintahan, dan hukum. Di luar kegiatan akademik formal, penulis 
dikenal karena komitmennya yang besar dalam membina mahasiswa. 
Penulis secara aktif membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel 
ilmiah. Keterampilan dan dedikasinya dalam pembinaan ini telah 
membuahkan hasil yang luar biasa, di mana banyak mahasiswa S1 di 
bawah bimbingannya berhasil menerbitkan tugas mata kuliah mereka 
menjadi artikel-artikel berkualitas yang diterbitkan di jurnal-jurnal 
bereputasi. Kesuksesan ini tidak hanya menunjukkan keahlian penulis 
sebagai pendidik tetapi juga komitmennya dalam meningkatkan standar 
akademis dan penelitian di Indonesia. 

 

 




